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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2015

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang

menyatakan bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara dilakukan oleh majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Mengingat bahwa PERMA

merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan secara

hierarki posisinya terpisah dengan undang-undang. Oleh karena itu,

ketentuan mengenai jumlah hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara gugatan sederhana seharusnya mengikuti ketentuan di atasnya sesuai

hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian proses penyelesaian

gugatan sederhana seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim yang

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Hakim tunggal dalam menangani perkara dapat menimbulkan putusan hakim

yang subjektif karena hanya hakim tunggal itulah yang mempertimbangkan

putusan berdasarkan segala pemahaman, ilmu, dan kemampuannya.

Sehingga subjektifitas hakim tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan

dan dapat menimbulkan pengajuan upaya hukum, dengan adanya upaya

hukum maka akan memperlama proses perkara dan mengabaikan tujuan dari

pembentukan PERMA yaitu menjalankan asas cepat, sederhana, dan biaya

ringan.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah hakim dalam PERMA Nomor 2

Tahun 2015 memiliki perbedaan atau inkonsistensi, dimana dalam Pasal 1
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angka 3 untuk memeriksa, memproses, dan memutuskan perkara gugatan

sederhana pada awalnya dilakukan oleh hakim tunggal yang ditetapkan

Ketua Pengadilan. Sedangkan pengaturan upaya hukum yang diatur dalam

Pasal 25 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu upaya keberatan dilakukan

oleh majelis hakim.

B. Saran

Ketentuan mengenai jumlah Hakim dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015

sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak

perlu diatur lagi. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebaiknya hanya mengatur

proses atau hukum acara yang tidak diatur oleh HIR atau peraturan

perundang-undangan lainnya. Kecuali agar dapat menjalankan asas

sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan efektif harus menggunakan hakim

tunggal, seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang atau dimasukan

dalam Rancangan Hukum Acara Perdata mengenai gugatan sederhana, agar

terdapat keharmonisasian antar satu peraturan perundang-undangan dengan

perundang-undangan lainnya, dan terciptanya kepastian hukum.

Ketentuan mengenai jumlah hakim di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015

sebaiknya disesuaikan agar adanya konsistensi penggunaan hakim dalam

PERMA itu sendiri.

Penyelesaian perkara gugatan sederhana sebaiknya tetap dilakukan oleh

majelis hakim, agar putusan yang dibuat dapat mempertimbangkan

sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan para

majelis hakim, sehingga menghasilkan putusan yang objektif, adil, manfaat,

dan menciptakan kepastian hukum sebagaimana dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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